PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1948
KANTOR URUSAN PEGAWAI.
Peraturan tentang Pembentukan Kantor Urusan Pegawai.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan suatu kantor yang mengurus segala sesuatu
yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri dan
mengawasi, supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan
tepat;

b. bahwa pimpinan kantor itu langsung dibawah dan bertanggung
jawab Perdan Menteri;

Memutuskan:
Menetapkan peraturan sebagai berikut:
PERATURAN TENTANG KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI.
Pasal 1.

Untuk mengurus segala sesuatu yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai
Negeri dan mengawasi, supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat,
didirikan suatu kantor Urusan Pegawai Negeri, yang berkedudukan di ibu kota
pemerintahan dan dipimpin seorang Kepala.

Pasal 2.

(1) Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri diangkat dan diperhentikan oleh presiden
atas usul Perdana Menteri.

(2) Kepala Kantor tersebut adalah langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada
Perdan Menteri.
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Pasal 3.

Selain hal-hal yang diserahkan kepadanya dalam peraturan-peraturan lain,
Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri berkewajiban mengamat-amati supaya
peraturan-peraturan yang mengenai kedudukan dan Gaji pegawai Negeri
dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Untuk maksud itu Kepala Kantor tersebut memberikan petunjuk-petunjuk dan
kalau perlu mengadakan tindakan korektip, selanjutnya mengusulkan kepada
Pemerintah perubahan atau penambahan peraturan-peraturan termaksud
diatas.

Jika dipandangnya perlu atau berdasarkan usul-usul yang diterimanya, Kepala
Kantor Urusan Pegawai Negeri dapat mengusulkan kepada yang berwajib untuk
mengadakan peraturan yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri.

Pasal 4.

Jika ada perselisihan Faham dalam hal menafsirkan atau menjalankan sesuatu

peraturan antara Menteri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri, maka hal itu
diputuskan oleh Perdana Menteri.

Pasal 5.

Untuk menjamin supaya koordinasi dapat dilaksanakan, maka tiap-tiap

penetapan peraturan, yang khusus mengenai pegawai, yang tidak atau belum diatur
dengan peraturan lain, harus dimintakan persetujuan lebih dahulu dari Kepala Kantor
Urusan Pegawai Ngeri.
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Pasal 6.

Kepala Kntor Urusan Pegawai Negeri harus mengumpulkan segala keterangan
yang diperlukan untuk menjalankan kewajibannya.

Dalam hal ini kalau perlu ia dibolehkan meminta bantuan dari masing-masing
Kementerian, Jawatan dan Perusahaan Negeri.
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